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ABSTRAK

Surevy ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima
Raskin di Kota Metro Lampung. Jumlah sampel adalah 375 KK penerima Raskin, di ambil
secara proporsional per kelurahan. Teknik pengumpulan data mengunakan kuisioner terbuka.
Teknik analisis data dilakukan dengan penghitungan rasio ketergantungan dan penghitungan
Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM penerima Raskin. Hasil survey menunjukkan nilai
rasio ketergantungan RTM penerima Raskin Kota Metro adalah 64,7%, rasio ketergantungan
anak adalah 53,4%, rasio ketergantungan lanjut usia adalah 11,3%. Nilai [IPM RTM penerima
Raskin Kota Metro adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan menengah-atas. Untuk
mengurangi rasio ketergantungan Pemkot Metro dapat melakukan transisi demografi untuk
memperoleh —bonus demografil dan window of opportunity, akselelari dan intensifikasi
program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar sekolah, dan
madrasah salafiyah, pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pendidikan,
meningkatkan porsi anggaran, melakukan revitalisasi sarana sekolah, melibatkan RTM dalam
kegiatan ekonomi mikro dan kecil untuk peningkatan daya beli, serta mengarahkan investasi
pada sektor yang bersentuhan dengan RTM penerima Raskin.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan indikator klasik yang hingga saat ini menjadi momok bagi
negara dunia ketiga. Millenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan PBB tahun
2000 mengharapkan seluruh negara anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin
di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015. Masalah kemiskinan
di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Mengingat
kompleksnya permasalahan kemiskinan ini, diperlukan pengetahuan yang memadai dalam
memahami akar permasalahan kemiskinan. Terdapat dugaan bahwa kegagalan dalam
penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih mempergunakan
pendekatan yang lebih bersifat —proyekl dan —bantuanl sehingga tidak memberdayakan
masyarakat. Lebih lanjut, ditengarai kegagalan penanggulangan kemiskinan diduga akibat
kurangnya pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Masalah kemiskinan di daerah
perkotaan juga perlu mendapat perhatian. Krisis ekonomi tahun 1997 memperlihatkan
masyarakat kota masih rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin
perkotaan cenderung meningkat. Umumnya masyarakat miskin perkotaan mengalami
kemiskinan yang berbeda dengan penduduk miskin pedesaan. Mereka lebih sering mengalami
keterisolasian dan perbedaan perlakuan dalam memperoleh dan memanfaatkan ruang usaha,
pelayanan administrasi kependudukan, air bersih dan sanitasi, layanan pendidikan dan
kesehatan, dan rasa aman dari tindak kekerasan. Umumnya masyarakat miskin perkotaan
bekerja sebagai buruh dan sektor informal yang tinggal di pemukiman tidak sehat dan rentan.

Masalah kemiskinan juga menyangkut dimensi gender. Laki-laki dan perempuan
mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berbeda dalam rumahtangga dan masyarakat,
sehingga kemiskinan yang dialami juga berbeda. Laki-laki dan perempuan mempunyai akses,
kontrol dan prioritas yang berbeda dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik.
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Permasalahan yang terjadi adalah rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses perempuan
untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di keluarga maupun masyarakat.
Masalah mendasar lainnya adalah kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang
bersumber dari ketimpangan struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari
terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik,
pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang luas. Masalah
ketidakadilan gender juga ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan,
tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, rendahnya angka Indeks
Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI) dan angka Indeks
Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index, GEI), banyaknya peraturan perundang-
undangan, kebijakan, program ,dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif
terhadap perempuan, dan atau peduli anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan
pengarusutamaan gender dan anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin.

Beberapa penelitian seperti dari Kimhi (2004); Knowles (2002); Cameron (2000);
Sukherman (2001); Balisacan et.al (2003); Foster & Szekely (2002); Booth (2000); Niskanen
(1996); Islam (2003) dan Iradian (2005) menjelaskan bahwa faktor penyebab kemiskinan
adalah rendahnya pendapatan per kapita, rendahnya tingkat pendidikan (dan tingginya adult
literacy), tingginya rasio ketergantungan, adanya ketimpangan distribusi pendapatan,
tingginya persentase tenaga kerja di sektor pertanian, dan rendahnya partisipasi tenaga kerja
di sektor industri. Hasil-hasil penelitian tersebut sekaligus merekomendasikan bahwa untuk
menentukan kebijakan pengurangan kemiskinan maka terlebih dahulu diketahui faktor
penyebab kemiskinan tersebut. Karena kemiskinan merupakan —lingkaran setanl (virtuous
circle) yang hanya bisa di putus jika kita benar-benar mengetahui dengan tepat di mana
memulai untuk memutusnya. Kemiskinan juga merupakan sebab dan akibat dari faktor yang
mempengaruhi kemiskinan itu sendiri.

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human
Development Index (HDI) atau IPM (Indek Pembangunan manusia). [IPM merupakan suatu
indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat
mendasar yaitu pertama, usia hidup (longevity) yang mengupayakan agar penduduk dapat
mencapai —usia hidupl yang panjang dan sehat. UNDP memilih indikator angka harapan
hidup waktu lahir (life expectacy at birth) yang biasa dinotasikan dengan e, yang
merefleksikan keseluruhan tingkat pembangunan dan bukan hanya bidang kesehatan. Angka
kematian bayi tidak digunakan karena indikator itu dinilai tidak peka bagi negara-negara
maju. Di Indonesia e, dihitung menggunakan dua data yaitu rata-rata anak yang dilahirkan
hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Kedua, pengetahuan (knowledge), diukur dengan
angka melek huruf (/iferacy rate) dan rata-rata lama sekolah (mean years school). Ketiga,
standar hidup layak (decent living), dimana UNDP memilih GDP per kapita riil yang telah
disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai indikator hidup layak.

Nugroho & Dahuri, 2004:165-168 menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut
dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah
tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai
atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural
dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam
maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun
tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, dan keputusan dalam pembangunan, yang
dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural
adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang
mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan.
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Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak
memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua pendekatan mengukur tingkat kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan
pendekatan relatif. Pertama, pendekatan absolut, yaitu pendekatan yang memandang
kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai
garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang yang tidak mampu keluar dari ukuran tersebut
dikelompokkan sebagai miskin. Ukurannya berupa tingkat pendapatan, konsumsi kalori
seseorang dalam satu waktu tertentu, dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut.
Pendekatan absolut lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan dengan batasan
yang dikehendaki (Nugroho & Dahuri, 2004:169). Kemiskinan absolut dapat diartikan sebagai
suatu keadaan dimana tingkat pendapatan absolut seseorang tidak mencukupi untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan
pendidikan. Besarnya masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang
tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah —tingkat minimuml yang telah
ditetapkan (Ahluwalia, 1974:10 dalam Wie, 1981:6). Tahap penting dalam usaha pengukuran
kemiskinan adalah menentukan ukuran garis kemiskinan secara umum yang diterapkan di
seluruh negara. Dalam menentukan kemiskinan absolut diperlukan pola taraf konsumsi
minimum untuk melangsungkan kehidupan. Untuk menentukan ukuran kemiskinan absolut
kadang-kadang ukuran tingkat kebutuhan biologis tidak tepat, dimana dalam beberapa kasus
kemiskinan, ukuran kebutuhan biologis tidak mencerminkan suatu kemiskinan absolut. Jadi
konsep garis kemiskinan hanya dapat berjalan ketika kita berada dalam ruang lingkup sosial.
Bila dalam ruang lingkup sosial tertentu menerapkan suatu standar hidup yang tinggi maka
individu berusaha menyesuaikan berdasarkan standar lingkungannya. Konsep garis
kemiskinan menjadi perdebatan di beberapa negara karena konsep ini mencerminkan
perbedaan taraf ekonomi, social, dan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, ukuran
kemiskinan akan berubah menurut waktu. Dalam beberapa penelitian, ukuran yang paling
banyak dipakai dalam pengukuran garis kemiskinan adalah total belanja konsumsi yaitu total
konsumsi yang memenuhi kebutuhan sebesar 2.250 kalori per hari per individu.

Kedua, pendekatan relatif, yaitu pendekatan yang memandang kemiskinan dalam
suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi
atau distribusi. Ukurannya berasal dari ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi
relatif. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi
pendapatan dan lan-lain (Nugroho & Dahuri, 2004: 169). Berdasarkan konsep kemiskinan
relatif ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat
kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep
kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis.
Secara implisit akan terlihat bahwa —kemungkinan kimiskinan akan selalu berada di antara
kital. Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang
dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut
jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman (Esmara, 1986:293).

Ukuran/kriteria kemiskinan sangat diperlukan untuk menetapkan sasaran yang hendak
dihapuskan. Kriteria kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
(BKKBN) didefinisikan sebagai penduduk yang merupakan anggota dalam Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (KS I) karena alasan ekonomi. Kemiskinan mencerminkan
ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal.
Kemiskinan dapat diestimasi melalui ukuran Head Count Index (HCI). HCI merupakan
ukuran yang menyatakan persentase populasi dengan tingkat konsumsi per kapita di bawah

garis kemiskinan. Rumus perhitungan HCI adalah: Py = — X L Dimana:a =

ni=1|_ ZJ
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0,1,2...n; z = garis kemiskinan; y; = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang

berada di bawah garis kemiskinan dan yj < q, i = 1,2,3...q; ¢ = banyaknya penduduk yang
berada di bawah garis kemis-kinan; n» = jumlah penduduk. Jika = 0 maka diperoleh Head
Count Index; dan jika o = 1 diperoleh Poverty Gap Index. World Bank dan UNDP dalam
Berg (2004:511), menyatakan garis kemiskinan untuk negara berkembang sebesar $1 U.S dan
$2 U.S per hari per kapita dan garis kemiskinan untuk negara maju sebesar $14 U.S per hari
per kapita (U.S. Dollars disesuaikan dengan real purchasing power). Indeks Kemiskinan
Manusia (Human Poverty Index) atau IKM adalah indeks komposit yang mengukur deprivasi
(keterbelakangan) dalam tiga dimensi yaitu: lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup
layak. Indeks ini disusun dengan tiga indikator yaitu: penduduk yang diperkirakan tidak
berumur panjang yang diukur dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup

sampai 40 tahun (P1), ketinggalan dalam pendidikan yang diukur dengan angka buta huruf
dewasa atau penduduk 15 tahun ke atas (P2) dan akses terhadap pelayanan dasar (P3) yang
diukur dengan persentase penduduk tanpa akses air bersih (P31), persentase penduduk yang
tidak memiliki akses ke sarana kesehatan (P32), dan persentase balita dengan status gizi

kurang (P33), sehingga dapat dirumuskan sebagai: P3= % [P31 + P32+ P33 ] . Metode

perhitungan IKM mengikuti metode Human Development Report yang dari UNDP, yaitu:
1
:

kM= 3 +p? wpils

i_g 1203 lJ

Word Bank menyatakan penyebab kemiskinan adalah ledakan penduduk (population
growth) yang tidak terkendali karena ledakan penduduk akan menyebabkan rasio
ketergantungan (dependency ratio) tinggi. Argumen ini sesuai dengan pandangan aliran keras
tentang populasi dan krisis global (Todaro, 2000:283-286) yang mengaitkan semua penyakit
ekonomi dan sosial di dunia sebagai akibat pertambahan penduduk yang tidak dibatasi dan di
anggap sebagai penyebab pokok terjadinya kemiskinan, standar hidup yang rendah,
kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, degradasi lingkungan, dan masalah sosial lainnya.
Malthus (1798) dalam Todaro (2000:268) menyatakan ledakan penduduk akan menimbulkan
pola hidup yang serba pas-pasan (subsisten). Pemikiran neo-Malthus menyatakan bangsa-
bangsa yang miskin tidak akan pernah berhasil mencapai taraf hidup yang lebih tinggi dari
tingkat subsisten, kecuali mereka mengadakan pengendalian preventif (preventive checks)
terhadap pertumbuhan populasi mereka, atau dengan menerapkan pengendalian kelahiran.
Kemiskinan juga di sebabkan kebijakan pemerintah tentang peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan. Akibat kebijakan
tersebut pendapatan per kapita akan naik, tetapi kenaikan pendapatan per kapita tersebut
hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang. Efeknya akan muncul kemiskinan struktural
dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang
kaya, sementara bagian terbesar masya-rakat yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan
teori —trade off between growth and equityl yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian
pendapatan atau makin tidak merata, dan sebaliknya upaya pemerataan dapat terwujud dalam
pertumbuhan ekonomi yang rendah (Todaro, 2000:206). Beberapa penelitian menyatakan
kemiskinan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat distribusi pendapatan yaitu
dari Bourguignon (2004); Lopez (2004); dan Iradian (2005).

Djoyohadikusumo (1994:214); Esmara (1986:21); Islam (2003) menyatakan faktor
penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang menyebabkan kemiskinan natural,
yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya
alam. Pendidikan juga berpengaruh kepada kemampuan seseorang untuk memperoleh dan
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memanfaatkan faktor produksi (produktifitas). Kuntjoro (2003:131) menyatakan sebuah
negara miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsisten, metode
produksi yang tradisional dan seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.
Sektor pertanian dianggap sebagai sektor pemicu kemiskinan karena, seperti dinyatakan oleh
Lewis dalam Todaro (2000:100), sektor pertanian merupakan sektor subsisten yang kelebihan
penduduk dan produktivitas marjinal tenaga kerjanya hampir sama dengan nol. Berdasarkan
data BPS pertengahan Juni 2010 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu 7.419 dari
jumlah penduduk 151.078 jiwa (30.932 KK) tersebar di lima kecamatan dan di 22 kelurahan.
Angka kemiskinan tertinggi ada dikawasan perkotaan (miskin kota), terutama di Kec. Metro
Pusat dengan angka RTM sebesar 3.154 RTM dari 10.834 KK, tersebar di 5 kelurahan yaitu
Metro, Hadimulyo Barat, Imopuro, Hadimulyo Timur, dan Yoso Mulyo dengan angka
kemiskinan tertinggi di Kelurahan Metro. Angka kemiskinan tertinggi tersebut yang ada di
Kec. Metro Pusat diikuti oleh dua daerah penyangga perkotaan yaitu di dua kecamatan yang
terdiri dari Kec. Metro Timur sejumlah 1.305 dari jumlah KK 6.812 dan Kec. Metro Barat
1.181 RTM dari jumlah KK 5.107. Kemiskinan terendah ada di kawasan pinggiran Kota
Metro yang jauh dari akses strategis perkotaan, terutama di Kec. Metro Utara dan Selatan.
Akhirnya, kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidimensi,
dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan
beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan menjadi
sangat beragam dengan sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara
perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung
tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu
sendiri, temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari
kegiatan survey. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan studi tentang karakteristik
kemiskinan. Permasalahan yang diteliti dalam survey ini adalah bagaimana karakteristik
Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin di Kota Metro dengan menggunakan
parameter Rasio Ketergantungan (dependensi ratio) dan Indeks Pembangunan Manusia?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh
penerima Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin ) yang berjumlah 5.962 KK yang
berada di 22 kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan di Kota Metro. Jumlah
sampel/responden yang diambil dalam survey ini adalah 375 KK penerima Raskin yang di
ambil secara proporsional per kelurahan yang ditentukan berdasarkan rumus Slovin (Umar,
2002:102). Teknik pengumpulan data mengunakan kuisioner terbuka yaitu responden mengisi
jawaban terhadap pertanyaan berdasarkan data yang mereka ketahui/miliki. Kuisioner terbuka
digunakan karena data yang diperlukan adalah data pribadi dan/atau data keluarga responden.
Teknik analisis data yang dilakukan adalah penghitungan rasio ketergantungan (dependency
ratio) dan penghitungan Indek Pembangunan Manusia (IPM) rumah tangga miskin (RTM)
penerima Raskin.

Hasil dan Pembahasan
Rasio Ketergantungan Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin

Rasio ketergantungan (dependency ratio) diperoleh dengan membagi jumlah
penduduk usia tidak produktif (0 — 14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan penduduk usia
produktif (15 — 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan tanggungan beban hidup yang
harus ditanggung oleh anggota keluarga yang produktif terhadap anggota keluarga yang tidak
produktif. Dengan demikian semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin besar jumlah keluarga
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tidak produktif, maka semakin besar nilai rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan
dihitung dengan rumus:
o Jumlah penduduk usia 0 — 14 thn + usia 65 thn ke atas
- Jumlah penduduk usia produkti (15 — 64 thn)

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat diketahui rasio ketergantungan (dependency
ratio) RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Angka ini berarti setiap
100 orang penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum
produktif (usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Tingginya beban
tanggungan ini sebagian besar (83%) disebabkan oleh banyaknya penduduk usia 1-14 tahun.
Fakta ini mengindikasikan Pemkot Metro harus lebih memperhatikan pertambahan penduduk
(angka kelahiran) khususnya bagi kelompok masyarakat miskin penerima Raskin. Kebijakan
yang dapat diambil untuk menekan angka kelahiran misalnya penggalakan kembali program
KB, Posyandu, dan Poskeskel. Melalui program ini diharapkan masyarakat miskin dapat ter-
edukasi tentang pentingnya mengatur angka kelahiran, jarak kelahiran, dan bahaya beban
hidup akibat angka kelahiran yang tidak terkendali.

Hasil penghitungan rasio ketergantungan anak (Child Dependency Ratio)
menunjukkan nilainya adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang
penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-anak usia belum
produktif. Hasil survey juga menunjukkan rata-rata jumlah anak di keluarga RTM penerima
Raskin adalah 4 orang anak. Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukkan
besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada
suatu waktu tertentu. Rasio ketergantungan anak ini di hitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

Jumlah penduduk usia 0 — 14 tahun
= Jumlah penduduk usia 15 — 64 tahun

Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (Old Dependency Ratio) menun-
jukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa setiap 100 orang penduduk usia
produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut usia yang sudah tidak produktif
lagi. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk
usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu.
Nilai rasio ketergantungan lanjut usia yang ada di Kota Metro ini sudah sangat ideal karena
rasio ketergantungan lanjut usia sangat kecil dan berada di bawah 50%. Rasio ketergantungan
di bawah 50% ini akan memudahkan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan
kesejahteraan Rasio ketergantungan usia lanjut ini dihitung dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

DR = Jumlah penduduk usia 65 tahun keatas
Rt Jumlah penduduk usia 15 — 64 tahun

Selanjutnya yang penting dilakukan oleh Pemkot Metro adalah menurunkan rasio
ketergantungan (Dependency Ratio) dan rasio ketergantungan anak (Child Dependency Ratio)
hingga dibawah 50%. Jika Pemerintah Kota Metro berhasil menurunkan rasio ketergan-
tungan tersebut hingga di bawah 50%, maka daerah akan memperoleh —bonus demografil.
Bonus demografi tersebut berupa, perfama, keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh
penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kematian bayi dan penurunan
fertilitas jangka panjang. Kedua, penurunan proporsi penduduk muda yang akan mengurangi
besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat
dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
keluarga. Ketiga, munculnya suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk menaikkan
kesejahteraan masyarakat, yaitu munculnya window of opportunity.

X 100

100

X100
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Window of opportunity merupakan _celah sempit® sebagai bonus demografi, yaitu
suatu kesempatan yang hanya terjadi satu kali bagi semua penduduk daerah tertentu.
Kesempatan tersebut berupa tersedianya kondisi yang sangat ideal pada perbandingan antara
jumlah penduduk produktif dengan non-produktif. Pada saat itu rasio ketergantungan adalah
yang terendah, biasanya nilainya berada di bawah 50%. Untuk memunculnya window of
opportunity maka Pemkot Metro dapat melakukan kebijakan transisi demografi. Transisi
demografi dapat dilakukan dengan menurunkan angka kelahihan (fertility) dan angka
kematian (mortality) hingga mencapai angka yang rendah, sehingga pertumbuhan penduduk
mendekati nol. Proses transisi demografi dianggap selesai ketika nilai NRR = 1. Angka
Reproduksi Netto/Net Reproduction Rate (NRR) merupakan angka yang menunujukkan rata-
rata jumlah anak perempuan yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa
reproduksi seandainya wanita tersebut mengikuti pola fertilitas yang berlaku pada saat angka
itu dihitung, dengan memperhatikan kelangsungan hidup wanita itu selama masa reproduksi.

Kebijakan transisi demografi yang diambil pemerintah akan dapat memunculkan
dampak positif yaitu, pertama, menurunkan proporsi jumlah anak (usia 0-15 tahun) karena
adanya penurunan tingkat fertilitas. Kedua, meningkatkan jumlah anak yang survived keusia
dewasa, karena penurunan kematian bayi. Ketiga, terjadi ledakan penduduk usia kerja.
Ledakan penduduk usia kerja ini akan lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan
ledakan penduduk karena tingkat fertilitas yang tinggi. Karena ledakan penduduk yang
disebabkan tingkat fertilitas yang tinggi justru hanya akan meningkatkan Rasio
Ketergantungan (Depen-dency Ratio) dan Rasio Ketergantungan Anak (Child Dependency
Ratio). Keempat, angka ketergantungan akan turun hingga mencapai titik terendah, sehingga
akan memunculkan kondisi yang disebut window of opportunity.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Rumah Tangga Miskin (RTM) Penerima Raskin

IPM merupakan indek komposit yang dibangun berdasarkan tiga komponen yaitu usia
hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). IPM
merupakan indikator yang memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembangunan

daerah. Usia hidup di ukur dengan angka harapan hidup (AHH) atau eq (life expectancy at
birth), pengetahuan di ukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mean years
of schooling-MYS), dan standar hidup layak yang di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi
riil yang telah disesuaikan. Teknik penghitungan IPM dilakukan melalui tiga tahap, pertama,

menghitung nilai angka harapan hidup (eg), angka melek huruf, rata-rata lama sekolah (mean
vears of schooling-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit).
Kedua, menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,
pendidikan, dan PPP/unit yang distandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya.
Ketiga menghitung IPM dengan merata-ratakan jumlah masing-masing komponen IPM.

1. Menghitung nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,

dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.
Angka harapan hidup (AHH atau eg) rumah tangga miskin penerima Raskin Kota

Metro tahun 2011 yang dihitung menggunakan Software Mortpak For Windows 4.0 dengan
metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak
lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH) adalah 74,33 tahun. AHH ini
menunjukkan perkiraan jumlah tahun hidup seseorang di wilayah tertentu. Artinya anggota
keluarga RTM penerima Raskin ini dalam kondisi normal (tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur) memiliki kesempatan hidup hingga berumur 74,33 tahun dari sejak
dia dilahirkan. Angka AHH RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan
angka AHH kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih tinggi, yaitu Kota Bandar
Lampung (70,5), Kota Metro (72,4), Provinsi Lampung (69,3). Bahkan jika dibandingkan
dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih tinggi, yaitu Kota Bekasi (69,99),
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Kota Balikpapan (73,30), Kota Samarinda (72,77), Kota Tarakan (73,55), Kota Bontang
(73,88), dan Indonesia (71,4). Namun demikian pembandingan ini terasa tidak adil karena
yang dibandingkan antara kota yang banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan
keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin
RTM penerima Raskin Kota Metro. Hal yang perlu menjadi titik tekan bagi Pemkot Metro
adalah bahwa usia hidup yang panjang bagi RTM penerima Raskin harus diikuti dengan
kehidupan yang sehat. Karena nilai AHH juga merupakan salah satu indikator untuk
mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat harus diciptakan
sejak mereka dilahirkan. Oleh karena itu program Pemkot Metro yang selama ini telah
berjalan, yaitu Poskeskel, Posyandu, Posdaya, dan PHBS harus tetap dijalankan dan diting-
katkan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terwujudnya usia hidup yang panjang dan
sehat bagi RTM penerima Raskin. Apabila AHH suatu daerah berada di bawah rata-rata
nasional (Indonesia) maka daerah tersebut memerlukan program pembangunan kesehatan,
kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, dan program pemberantasan kemiskinan
yang lebih intensif. Untuk Kota Metro kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan karena nilai
AHH-nya masih di atas rata-rata nasional (71,04).

Komponen pengetahuan di ukur dengan angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama
sekolah. Indikator angka melek huruf dewasa (adult literacy rate) diperoleh dari persentase
proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau
huruf lainnya dengan total penduduk berusia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dewasa
LT, = s
RTM penerima Raskin dapat dihitung menggunakan rumus: Frss , dimana LIT=
angka melek huruf (penduduk usia > 15 tahun) pada tahun-z; L = jumlah penduduk (usia > 15
tahun) yang bisa membaca dan menulis pada tahun-#; P= jumlah penduduk usia > 15 tahun;
t= tahun observasi. Berdasarkan hasil survey nilai angka melek huruf RTM penerima Raskin
Kota Metro tahun 2011 adalah 87,9%. Angka ini memiliki arti setiap 100 orang RTM
penerima Raskin maka sebanyak 87-88 orang diantaranya dapat membaca dan menulis.
Angka melek huruf RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan angka
melek huruf kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar
Lampung (98,44), Kota Metro (97,36), Provinsi Lampung (94,37). Demikian halnya jika
dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota
Bekasi (98,87), Kota Balikpapan (97,98), Kota Samarinda (96,95), Kota Tarakan (97,89),
Kota Bontang (98,10), dan Indonesia (91,87). Namun demikian pembandingan ini terasa tidak
adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak terdapat variasi
pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok orang yang
berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).

Rendahnya angka melek huruf dewasa RTM penerima Raskin ini tentunya
memerlukan penanganan yang lebih serius dari Pemkot Metro untuk segera mengentaskan
masyarakat usia produktif (15-65 tahun) dari berbagai ketertinggalan pengetahuan yang
disebabkan ketidakmampuan membaca dan menulis. Salah satu kebijakan yang dapat ditem-
puh untuk meningkatkan angka melek huruf adalah penyelenggaraan secara massal dan
intensif program kejar paket A dan paket B. Harapannya dengan pemassalan tersebut tidak
hanya mampu menolong mereka mengatasi keengganan dan rasa malu untuk belajar tetapi
juga mampu menaikkan angka IPM. Yang perlu dipahami disini adalah dalam RTM biasanya
terjadi —lingkaran setanl (virtuous circle) kemiskinan. Misalnya ketidakmampuan membaca
dan menulis ini terjadi bukan karena RTM tersebut malu, enggan, atau tidak mau belajar,
tetapi mungkin karena mereka tidak memiliki biaya untuk belajar karena rendahnya
pendapatan. Selanjutnya rendahnya pendapatan RTM ini mungkin terjadi bukan karena
mereka tidak bekerja, tetapi kemungkinan karena mereka mendapatkan gaji/upah yang rendah
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karena tingkat pendidikannya rendah. Oleh karena itu pemerintah harus benar-benar
memahami dan memiliki cara yang tepat dan cepat tentang bagaimana memotong _lingkaran
setan® tersebut untuk membantu meningkatkan melek huruf RTM penerima Raskin.

Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara
simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi
yang ditamatkan (mean years of schooling-MY S). Komponen MY S RTM penerima Raskin di

LEDU,,
MYSis4e =55

hitung dengan menggunkan rumus: »t dimana MYS= rata-rata lama
sekolah penduduk > 15 tahun; EDU= jenjang pendidikan tertinggi yang sedang/pernah/
ditamatkan oleh penduduk usia > 15 tahun; P= jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas; i=
jenjang pendidikan (SD s.d S-1); dan = tahun observasi. Berdasarkan hasil survey nilai MYS
RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 9,04 tahun. Angka ini memiliki arti
rata-rata sekolah yang ditamatkan oleh RTM penerima Raskin adalah sampai tamat SMP atau
yang sederajat. Angka MYS RTM penerima Raskin Kota Metro ini jika dibandingkan dengan
angka MYS kota di Provinsi Lampung tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota
Bandar Lampung (9,91 tahun), Kota Metro (9,82 tahun), namun masih diatas Provinsi
Lampung (7,49 tahun). Demikian halnya jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia
tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (10,89 tahun), Kota Balikpapan (10,03
tahun) Kota Samarinda (9,73 tahun), Kota Tarakan (9,13 tahun), dan Kota Bontang (9,90
tahun), namun masih di atas rata-rata Indonesia (7,47 tahun). Namun demikian pembandingan
ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota-kota yang didalamnya banyak
terdapat variasi pendidikan, pendapatan, keterampilan, dll yang variatif dengan sekelompok
orang yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro).

Catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Metro adalah sebagai kota yang
memiliki visi sebagai kota pendidikan, sebaiknya pemerintah lebih giat meningkatkan derajat
pendidikan terutama untuk RTM penerima Raskin. Peningkatan jenjang pendidikan ini
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan sehingga membuka peluang untuk terbebas dari
jerat kemiskinan. Namun demikian best practice yang telah di miliki oleh Pemkot Metro
adalah program wajib belajar sembilan tahun (Wajar 9 tahun) dari pemerintah pusat sudah
berhasil diterapkan di Kota Metro hingga menyentuh kelompok RTM penerima Raskin.
Artinya di Kota Metro kelompok masyarakat yang —paling bawahl (warga miskin) sudah
dapat menikmati pendidikan hingga tingkat SMP dan yang sederajat. Upaya yang dapat
dilakukan oleh Pemkot Metro untuk meningkatkan MYS RTM penerima Raskin misalnya (1)
optimalisasi pelakasnaan program jam belajar yang selama ini sudah diterapkan di Kota
Metro, (2) penambahan jumlah institusi pendidikan luar sekolah (PLS) dalam bentuk kejar
paket khususnya paket A, bahkan jika perlu sampai ketingkat kelurahan/RT/RW terdapat satu
institusi, dan (3) perbaikan sarana prasarana pendidikan luar sekolah (kejar paket). Selain itu
untuk lebih mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah perlu kiranya dilakukan melalui
penyusunan peraturan daerah (perda) yang mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk
mengikuti pendidikan hingga jenjang SMA/MA/ SMK. Cara lain yang bisa di tempuh adalah
dengan mewajibkan masyarakat golongan dewasa yang belum menempuh atau tidak
menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMA/MA/SMK agar mengikuti program
pendidikan luar sekolah yakni kelompok belajar kejar paket A dan paket B.

Komponen standar hidup layak di ukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang
telah disesuaikan. Penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan dilakukan
melalui lima langkah, yaitu menghitung pengeluaran per kapita dari data Susenas Modul,
menaikkan nilai pengeluaran per kapita sebesar 20%, mendeflasi pengeluaran per kapita
dengan Indeks Harga Konsumen, menghitung nilai daya beli (Purchasing Power Parity/PPP),
membagi pengeluaran per kapita yang terdeflasi dengan PPP, mengurangi nilai pengeluaran
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per kapita yang terdeflasi dengan PPP dengan menggunakan rumus Atkinson. Berdasarkan
publikasi dari BPS (2010) diketahui bahwa nilai pengeluaran per kapita dari data Susenas
Modul adalah Rp 411.603,-. Stelah dinaikkan sebesar 20%, maka nilainya menjadi Rp
493.924,-. Nilai pengeluaran per kapita ini selanjutnya dideflasikan dengan nilai IHK Kota
Bandar Lampung (sebagai Kota rujukan di Propinsi Lampung) dan diperoleh nilai
pengeluaran per kapita sebesar Rp 516.503,-.

Langkah selanjutnya penghitungan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan
adalah menghitung nilai daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP/unit). Data dasar yang
digunakan untuk menghitung PPP/unit adalah harga dan kuantum dari suatu basket komoditi
yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul. Standar harga yang
digunakan adalah I%arga 27 komoditi di Jakarta Selatan. Rumus penghitungan PPP/unit

Ein
adalah: 2 Prin.Qrin, dimana E( i, j ) = pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i;

P(i,j) = harga komoditi j di daerah -i (Jakarta Selatan); dan Qj,,j ) = jumlah komoditi j (unit)
yang dikonsumsi di daerah-i. berdasarkan rumus tersebut dan setelah melalui pengurangan
menggunakan rumus Atkinson maka diperoleh nilai rata-rata konsumsi riil yang telah
disesuaikan untuk RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 yaitu sebesar Rp 521.721,-.
Nilai ini jika dibandingkan dengan angka nilai rata-rata konsumsi riil kota di Provinsi
Lampung tahun 2009 masih lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (Rp 570.753), Kota
Metro (Rp 569.411), dan Provinsi Lampung (Rp 557.425). Jika dibandingkan dengan kota-
kota di Indonesia tahun 2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (Rp 569.770), Kota
Balikpapan (Rp 640.000), Kota Samarinda (Rp 639.500), Kota Tarakan (Rp 634.210), Kota
Bontang (Rp 625.250), dan Indonesia (Rp 624.370). Namun demikian pembandingan ini
terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota yang didalamnya banyak terdapat
variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang variatif dengan sekelompok orang
yang berada dalam kategori miskin RTM penerima Raskin Kota Metro. Hasil penghitungan
nilai angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan rata-rata konsumsi
riil yang disesuaikan disajikan dalam tabel 1.

2. Menghitung indek angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah,
dan rata-rata konsumsi riil yang disesuaikan.

Agar dapat dijadikan sebagai salah satu komponen yang dapat digunakan untuk
menghitung [IPM, maka nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan PPP/unit harus dihitung
indeks-nya dengan cara menstandarkan dengan nilai maksimum dan minimumnya seperti
yang tertera dalam tabel 3.4 menjadi sebuah indeks. Rumus yang digunakan untuk

menghitung indeks komponen berdasarkan nilai AHH, angka melek huruf, MYS, dan
X - X i

Indeks X; = M
PPP/unit adalah: (Xomaws — X m:’n), dimana Xj = nilai komponen IPM ke-i;
Xmaks= nilai maksimum Xj; dan Xmins= nilai minimum Xj yang tertera dalam tabel 3.4.
Berdasarkan rumus tersebut maka diperoleh nilai indek harapan hidup (AHH) RTM penerima
Raskin sebesar 82,2. Nilai indek ini nantinya akan menjadi salah satu komponen
penghitungan IPM.

Tabel 1. Nilai Indek Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro
| No. | Komponen Penyusun IPM | Nilai |
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1. | Angka Harapan Hidup (AHH atau eo) 74,33 tahun
2. | Angka Melek Huruf 87,90%

3. [ Rata-Rata Lama Sekolah (MYS) 9,04 tahun
4. | PPP/Uniit Rp 521.721

Berdasarkan rumus penghitungan indek komponen IPM, maka diperoleh nilai indek
rata-rata lama sekolah (mean years of schooling-MYS) RTM penerima Raskin sebesar 60,3.
Sedangkan nilai indek angka melek hurufnya adalah 87,9. Nilai indeks rata-rata konsumsi riil
yang telah disesuaikan (PPP/unit) untuk RTM penerima Raskin adalah 50,0. Nilai-nilai indek
ini nantinya akan menjadi salah satu komponen penghitungan IPM. Dalam teknik
penghitungan IPM, angka melek huruf dewasa (adult literacy rate) dan rata-rata lama sekolah
(mean years of schooling-MYS) merupakan nilai untuk menghitung komponen
pengetahuan/tingkat pendidikan. Dalam rumusan penghitungan komponen pengetahuan, maka
angka melek huruf dewasa memiliki porsi 2/3 dan MY'S memiliki porsi 1/3. Nilai komponen

IP=2/ DL+ 1/, MYS
pengetahuan RTM penerima Raskin Metro di hitumg dengan rumus: /3 /3

dimana /P= indek pendidikan; ADL= angka melek huruf; dan MYS= indek rata-rata lama
sekolah. Berdasarkan hasil survey dan hasil penghitungan angka melek huruf dan rata-rata
lama sekolah, maka diketahui indek pengetahuan RTM penerima Raskin sebesar 78,7. Hasil
penghitungan indek komponen penyusun IPM tersebut dapat diringkas dalam tabel 2.

Tabel 2. Nilai Indek Komponen Penyusun IPM RTM Penerima Raskin Kota Metro

No. Komponen Penyusun IPM Nilai Indek
1. | Angka Harapan Hidup (AHH atau eo) 82.2
2. | Pendidikan 78.7
3. | Kemampuan Daya Beli 50.0

3. Menghitung Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM Penerima Raskin
Indek Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indek komposit yang tersusun atas

tiga komponen, yaitu indek angka harapan hidup (AHH) atau eq (/ife expectancy at birth),
indek pendidikan yang terdiri dari angka melek huruf rata-rata lama sekolah (mean years of
schooling-MYS), dan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan (PPP/unit). [IPM RTM

penerima Raskin Kota Metro dapat di hitung menggunakan rumus: 7PM = L1/.Tx. + X~ + X.1,

dimana X(1) = Indeks harapan hidup; X(2) = Indeks pendidikan (2/3 indeks melek huruf dan

1/3 indeks rata-rata lama sekolah); dan X(3) = Indeks konsumsi riil yang telah disesuaikan.
Berdasarkan rumus tersebut, maka nilai [IPM RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011
adalah 70,31. Angka ini jika dibandingkan dengan angka IPM kota di Provinsi Lampung
tahun 2009 masih sedikit lebih rendah, yaitu Kota Bandar Lampung (75,35), Kota Metro
(75,98), dan Provinsi Lampung (70,93). Jika dibandingkan dengan kota di Indonesia tahun
2007 juga masih lebih rendah, yaitu Kota Bekasi (75,81), Kota Balikpapan (77,61), Kota
Samarinda (76,82), Kota Tarakan (76,61), Kota Bontang (76,72), dan Indonesia (71,54).
Namun demikian pembandingan ini terasa tidak adil karena yang dibandingkan antara kota
yang didalamnya banyak terdapat variasi pendidikan, pendapatan, dan keterampilan yang
variatif dengan sekelompok orang yang berada dalam kategori miskin (RTM penerima Raskin
Kota Metro). Berdasarkan kajian aspek status pembangunan manusia, tinggi rendahnya status
indek pembangunan manusia menurut UNDP dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu
(a) tingkatan rendah, jika IPM < 50; (b) tingkatan menengah, jika 50 < IPM < 80; dan (c)
tingkatan tinggi, jika IPM > 80. Namun untuk kepentingan perbandingan antar daerah di
Indonesia, yaitu perbandingan antar kabupaten/kota, maka kriteria tingkatan menengah di
pecah menjadi dua golongan. Sehingga status tinggi rendahnya IPM berubah menjadi (a)
tingkatan rendah, jika IPM < 50; (b) tingkatan menengah-bawah, jika 50 < IPM < 66; (c)
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tingkatan menengah-atas, jika 66 < IPM < 80; dan (d) tingkatan atas, jika IPM > 80. Dengan
demikian IPM RTM penerima Raskin Kota Metro berada pada kriteria menengah-atas.

Untuk meningkatkan nilai [PM RTM penerima Raskin, maka yang perlu ditekankan
adalah peningkatan angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli
masyarakat (tabel 1). Untuk itu Pemerintah Kota Metro dapat melakukan akselerasi wajib
belajar (wajar) 9 tahun menuju wajib belajar hingga 12 tahun (setingkat sekolah menengah
pertama). Hal ini sangat mungkin dilakukan karena visi Kota Metro yang memang mengi-
nginkan menjadi kota pendidikan di Provinsi Lampung. Kebijakan penuntasan buta huruf
dapat diakselerasi melalui pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidika luar sekolah, dan
madrasah salafiyah. Pemkot Metro dapat melibatkan peran aktif orang tua dan masyarakat
dalam dunia pendidikan guna mengantisipasi angka rawan droup-out murid sekolah. Dari sisi
pembiayaan, Pemerintah Kota Metro harus lebih meningkatkan porsi anggaran untuk
pendidikan secara bertahap. Revitalisasi gedung-gedung sekolah juga sangat perlu dilakukan
sebagai salah stu upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Efisiensi
pengelolaan pendidikan dalam bentuk peningkatan keterampilan/ kemampuan guru perlu
dilakukan untuk meningkatkan suasana belajar yang lebih mandiri dan bersahabat.
Peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan RTM
penerima Raskin dalam pengembangan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan
pendapatan. Selanjutnya investasi, baik swasta maupun pemerintah, lebih diarahkan pada
bidang-bidang usaha yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin. Jika
diperlukan Pemerintah Kota Metro dapat membuat kebijakan, atutan, perda, dll yang
mewajibkan pengusaha untuk menyalurkan dananya, misalnya CSR (customer social
responsibility) untuk kegiatan yang pro poor dan pro growth.

Penutup

Kesimpulan hasil survey ini adalah nilai rasio ketergantungan (dependency ratio)
RTM penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 64,7%. Artinya setiap 100 orang
penduduk produktif menanggung beban hidup sebanyak 64-65 orang yang belum produktif
(usia 1-14 tahun) atau tidak produktif (usia 65 tahun keatas). Sedangkan nilai rasio
ketergantungan anak (Child Dependency Ratio) adalah 53,4%. Angka ini memiliki arti bahwa
setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 53 orang anak-
anak usia belum produktif. Hasil penghitungan rasio ketergantungan lanjut usia (Old
Dependency Ratio) menun-jukkan nilainya adalah 11,3%. Angka ini memiliki arti bahwa
setiap 100 orang penduduk usia produktif maka mereka menanggung beban 11 orang lanjut
usia yang sudah tidak produktif lagi. Nilai Indek Pembangunan Manusia (IPM) RTM
penerima Raskin Kota Metro tahun 2011 adalah 70,31 yang berarti berada pada tingkatan
menengah-atas. Kebijakan yang dapat dilakukan Pemkot Metro untuk mengurangi rasio
ketergantungan adalah melakukan transisi demografi. Kebijakan transisi demografi ini akan
berdampak pada diperolehnya —bonus demografil dan akan memunculkan window of
opportunity yang memungkinkan pemerintah melakukan percepatan peningkatan kesejah-
teraan. Di bidang peningkatan IPM, Pemkot Metro hendaknya melakukan akselelari dan
intensifikasi program wajar 12 tahun, pengintensifan kejar paket A, paket B, pendidikan luar
sekolah, dan madrasah salafiyah untuk meningkatkan angka melek huruf, dan melibatkan
peran aktif orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Pemerintah juga harus
meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan secara bertahap dan melakukan revitalisasi
sarana sekolah. Di bidang peningkatan daya beli, pemerintah harus lebih melibatkan RTM
penerima Raskin dalam kegiatan perekonomian mikro dan kecil serta mengarahkan investasi
pada sektor yang langsung bersentuhan dengan RTM penerima Raskin.
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